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Abstrak

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence dan big data telah mengubah lanskap
kejahatan digital secara signifikan, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pola evolusi kejahatan siber serta mengidentifikasi kesenjangan
antara perkembangan teknologi dan kesiapan institusi dalam menanganinya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang
diperoleh dari laporan keamanan siber global dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan
melalui pemetaan tren dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi jenis kejahatan
dominan serta pola perkembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa phishing merupakan
kejahatan paling dominan dengan persentase sebesar 38%, diikuti oleh ransomware sebesar 27%
dan data breach sebesar 21%. Sementara itu, A/ fraud hanya sebesar 14%, namun memiliki
tingkat pertumbuhan dan kompleksitas tertinggi dengan peningkatan lebih dari 60% dalam
beberapa tahun terakhir. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan signifikan dalam
kesiapan penegak hukum, terutama dalam menangani kejahatan berbasis Artificial Intelligence
yang membutuhkan kemampuan teknis tinggi dan waktu investigasi yang lebih panjang. Temuan
ini menunjukkan bahwa kejahatan digital berkembang secara eksponensial dan tidak linier,
dipengaruhi oleh inovasi teknologi serta faktor kerentanan manusia (human error). Penelitian ini
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memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian digital criminology dengan
mengintegrasikan analisis tren kejahatan dan kapasitas institusional, serta menekankan
pentingnya kebijakan adaptif dan pendekatan multidisipliner.

Kata Kunci: Kejahatan Digital, Artificial Intelligence, Big Data, Keamanan Siber, Al Fraud

L PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan
terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, komunikasi, dan
keamanan. Integrasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al) dan big data
memungkinkan pengolahan informasi dalam skala besar secara cepat dan otomatis, sehingga mendorong
transformasi pada banyak sektor strategis. Namun, kemajuan teknologi tersebut juga diikuti oleh
munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kecanggihan sistem digital untuk
melakukan eksploitasi, manipulasi data, dan penipuan secara lebih sistematis. Secara global, kerugian
akibat kejahatan siber diproyeksikan mencapai lebih dari USD 10,5 triliun per tahun pada 2025, yang
menunjukkan bahwa ancaman ini telah berkembang menjadi isu keamanan dan ekonomi internasional.
Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, peningkatan penetrasi internet dan adopsi layanan
digital memperluas ruang serangan bagi pelaku kejahatan siber, terutama melalui platform keuangan
digital dan media sosial. Beberapa kasus menunjukkan penggunaan teknologi seperti deepfake, bot
otomatis, dan analisis data untuk melakukan penipuan identitas, penyebaran disinformasi, dan pencurian
data pribadi, yang mengindikasikan bahwa kejahatan digital tidak lagi bersifat konvensional tetapi telah

berevolusi mengikuti perkembangan teknologi.

Peningkatan penggunaan teknologi digital di Indonesia diikuti oleh eskalasi signifikan dalam jumlah
dan kompleksitas kejahatan siber, khususnya yang bersifat lintas batas dan memanfaatkan infrastruktur
global. Kejahatan digital tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga mengancam
keamanan data pribadi serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan
institusi negara. Penelitian oleh (Laksito et al., 2024; Fahmi Idris et al., 2025) menunjukkan bahwa
insiden kejahatan siber lintas negara meningkat lebih dari 50% dalam lima tahun terakhir, yang
menimbulkan tantangan serius dalam aspek yurisdiksi dan kerja sama internasional. Selain itu, studi
(Hukom & Setiadi, 2025) menemukan bahwa kasus kejahatan siber di Indonesia meningkat hingga 60%
dalam lima tahun terakhir, sementara efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kompleksitas
teknologi dan keterbatasan regulasi yang adaptif. Dalam konteks investigasi, (Yofiza et al., 2025)
menekankan bahwa penerapan pendekatan follow the money menjadi strategi penting untuk
mengungkap jaringan kejahatan digital, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan
kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kejahatan digital belum diimbangi dengan
kesiapan sistem hukum dan kapasitas aparat penegak hukum dalam merespons transformasi teknologi

yang cepat.
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Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji bagaimana perkembangan teknologi digital
berkontribusi terhadap perubahan karakteristik kejahatan modern, khususnya dalam konteks
cybercrime. (Khan, 2024) menjelaskan bahwa ruang siber menciptakan dimensi baru bagi aktivitas
kriminal karena tidak terikat oleh batas geografis dan memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim.
(Mushtaq & Shah, 2025) mengkaji bagaimana kejahatan digital berkembang menjadi ekosistem yang
kompleks dengan keterlibatan aktor individu, kelompok terorganisir, dan jaringan global. (Haley, 2025)
menyoroti bahwa faktor anonimitas, aksesibilitas, dan rendahnya risiko penangkapan di ruang digital
meningkatkan peluang individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. (Sritart et al., 2025) membahas
transformasi konsep kejahatan dalam kriminologi akibat munculnya teknologi digital yang mengubah
hubungan antara pelaku, korban, dan lokasi kejahatan. Sementara itu, (Concha Salor & Monzon Baeza,
2023) mengkaji bagaimana teknologi komunikasi modern memfasilitasi koordinasi kejahatan lintas
negara yang sebelumnya sulit dilakukan dalam lingkungan konvensional. Penelitian-penelitian tersebut
menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk, ruang, dan

mekanisme kejahatan secara signifikan.

Sejumlah studi lain secara khusus menyoroti peran Al dan big data dalam mempercepat evolusi
kejahatan digital dan meningkatkan kompleksitas metode serangan. (Bailo et al., 2026) menjelaskan
bahwa penggunaan machine learning memungkinkan pelaku kejahatan mengotomatisasi proses
eksploitasi kerentanan dan mempercepat siklus serangan. (Adel & Norouzifard, 2024) mengkaji
implikasi keamanan nasional dari penggunaan Al, termasuk potensi penyalahgunaan teknologi untuk
tujuan kriminal dan manipulasi informasi. (Akhtar, 2023) meneliti bagaimana teknologi deepfake
digunakan dalam penipuan identitas dan penyebaran disinformasi yang sulit dideteksi oleh metode
tradisional. (Whisnant & Doélken, 2026) membahas isu etika dan tata kelola dalam penggunaan Al,
termasuk risiko penyalahgunaan teknologi oleh aktor non-negara. Selain itu, (Okmi et al., 2023)
menyoroti peran big data analytics dalam memahami pola kejahatan digital dan mengidentifikasi
jaringan kriminal melalui analisis data berskala besar. Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa Al tidak
hanya berperan sebagai alat mitigasi, tetapi juga sebagai teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku

kejahatan untuk meningkatkan efektivitas dan skala serangan.

Penelitian lainnya berfokus pada tantangan yang dihadapi sistem penegakan hukum dalam merespons
kejahatan digital yang semakin kompleks, khususnya dalam aspek pembuktian dan investigasi. (Ratul
et al., 2024) menekankan pentingnya digital forensics dalam proses pembuktian di pengadilan, terutama
dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik. (Jain et al., 2025) membahas
kesulitan dalam atribusi pelaku kejahatan siber akibat penggunaan teknik enkripsi, proxy, dan identitas
palsu. (Sramel & Michal, 2025) mengkaji bagaimana pengawasan digital dan keamanan siber
berinteraksi dengan isu hak asasi manusia, terutama terkait privasi dan kebebasan berekspresi.
(Martineau et al., 2023) meneliti aspek perilaku manusia dalam keamanan siber, termasuk bagaimana

kesalahan pengguna dan kurangnya kesadaran keamanan dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
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Selain itu, (Wang et al., 2024) melaporkan bahwa lembaga penegak hukum di berbagai negara
menghadapi kesulitan dalam mengikuti kecepatan inovasi teknologi yang digunakan oleh pelaku
kejahatan digital. Studi-studi tersebut menggambarkan bahwa selain tantangan teknis, penegakan
hukum juga dihadapkan pada persoalan regulasi, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas yurisdiksi

dalam menangani kejahatan berbasis teknologi.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perkembangan cybercrime dan implikasi teknologi
digital terhadap perubahan pola kejahatan, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek konseptual
dan teoritis tanpa mengkaji secara mendalam kesiapan institusional penegakan hukum dalam
menghadapi transformasi tersebut. (Rughinis et al., 2024; Saraiva & Teixeira, 2023) menjelaskan
perubahan karakteristik kejahatan di ruang digital, namun kajian mereka tidak secara spesifik
mengevaluasi kapasitas operasional aparat penegak hukum dalam konteks penerapan teknologi baru. (E.
Lee & Lee, 2024; S.-S. Lee & Park, 2025) menekankan faktor kriminologis seperti anonimitas dan
peluang kejahatan di ruang siber, tetapi belum mengintegrasikan analisis terhadap mekanisme hukum
dan regulasi yang berkembang secara dinamis. (Simisterra-Batallas et al., 2025) juga membahas peran
teknologi dalam memfasilitasi kejahatan lintas negara, namun tidak secara rinci menyoroti tantangan
implementasi hukum di negara dengan sumber daya terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian
tersebut dilakukan dalam konteks negara maju yang memiliki infrastruktur digital dan sistem penegakan
hukum yang relatif lebih mapan, sehingga hasilnya belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi
negara berkembang. Kekurangan fokus terhadap situasi khusus seperti keterbatasan sumber daya,
kesenjangan teknologi, dan kompleksitas koordinasi antar lembaga di negara berkembang menunjukkan

adanya ruang penelitian yang masih belum banyak dieksplorasi.

Di sisi lain, penelitian yang mengkaji secara spesifik peran Al dan big data dalam konteks penegakan
hukum masih cenderung terfokus pada aspek teknis atau etika, tanpa mengaitkannya secara
komprehensif dengan kerangka hukum dan praktik investigasi di lapangan. (De Azambuja et al., 2023)
membahas potensi dan risiko penggunaan Al dalam keamanan siber, namun belum mengevaluasi secara
empiris bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan ke dalam prosedur penegakan hukum. (Guillen-
Aguinaga et al., 2025) lebih menekankan pada isu tata kelola dan etika Al, sementara (Alorfi & Alsaadi,
2025) mengkaji pemanfaatan big data analytics untuk analisis kejahatan tanpa menyoroti hambatan
regulasi dan kelembagaan dalam implementasinya. (Bostan, 2025) mengidentifikasi meningkatnya
penggunaan teknologi seperti deepfake dalam kejahatan digital, tetapi belum menguraikan kesiapan
sistem hukum untuk menangani bukti digital yang dihasilkan oleh teknologi tersebut. (Mukhamadieva
et al., 2025) membahas implikasi keamanan digital terhadap hak asasi manusia, namun fokusnya tidak
diarahkan pada kapasitas investigatif dan prosedural aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif transformasi kejahatan digital yang dipengaruhi
oleh Al dan big data, serta mengevaluasi kesenjangan antara kompleksitas kejahatan dan kesiapan

sistem penegakan hukum, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.
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Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
perkembangan Al dan big data mentransformasi karakteristik kejahatan digital serta bagaimana
perubahan tersebut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini mengajukan pertanyaan
utama: (1) bagaimana pola transformasi kejahatan digital dalam era A4/ dan big data, dan (2) sejauh mana
sistem penegakan hukum mampu beradaptasi terhadap kompleksitas baru tersebut? Hipotesis yang
diajukan adalah bahwa peningkatan penggunaan A/ dan big data dalam kejahatan digital menciptakan
kesenjangan yang semakin lebar antara kompleksitas kejahatan dan kapasitas penegakan hukum.
Kontribusi kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis kriminologi digital dengan
evaluasi kapasitas institusional dan regulatif secara simultan, khususnya dalam konteks negara
berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam
pengembangan kriminologi digital serta rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan dan strategi

penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain mixed-method legal criminology yang mengintegrasikan pendekatan
empiris dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis transformasi kejahatan digital dan
dampaknya terhadap kapasitas sistem penegakan hukum. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji
tren, karakteristik, dan perkembangan kejahatan digital berdasarkan data statistik, laporan global, serta
publikasi akademik yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk
menelaah kesesuaian regulasi, kebijakan, dan praktik penegakan hukum terhadap dinamika
perkembangan teknologi digital, khususnya Al dan big data. Integrasi kedua pendekatan ini
memungkinkan penelitian memberikan gambaran yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga
analitis dan evaluatif terhadap kesenjangan yang muncul antara perkembangan teknologi dan kesiapan
hukum. Desain mixed-method dipilih karena fenomena kejahatan digital melibatkan dimensi teknologis,
sosial, dan hukum secara bersamaan, sehingga tidak dapat dianalisis secara komprehensif melalui satu
pendekatan tunggal. Dengan menggunakan desain ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan
temuan yang lebih holistik serta memberikan dasar yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan

yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
B.  Alur Penelitian

Alur penelitian disusun untuk menggambarkan tahapan-tahapan sistematis yang dilakukan sejak awal
hingga akhir penelitian. Penyusunan alur ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian
berjalan secara logis, terstruktur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain yang mengkaji topik serupa.
Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi fenomena transformasi kejahatan digital, dilanjutkan
dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, kemudian dilakukan analisis terhadap

karakteristik kejahatan dan kapasitas sistem penegakan hukum. Setelah itu, dilakukan evaluasi terhadap
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kesenjangan antara kompleksitas kejahatan dan kesiapan hukum, yang selanjutnya menjadi dasar dalam
penyusunan rekomendasi kebijakan. Urutan tahapan tersebut disusun secara berjenjang agar setiap
proses analisis didasarkan pada temuan dari tahap sebelumnya. Alur penelitian yang digunakan dalam

studi ini disajikan dalam Gambar 1.

| Identifikasi Masalah |

v

| Pengumpulan Data |

| Analisis Kejahatan |

| Evaluasi Hukum J

¥

| Rekomendasi |

Gambar 1. Alur Penelitian
Gambar 1 memperlihatkan bahwa penelitian dimulai dari tahap identifikasi masalah yang berfokus pada
fenomena meningkatnya kompleksitas kejahatan digital. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data
yang mencakup laporan kejahatan global, publikasi akademik, serta dokumen kebijakan hukum yang
relevan. Setelah data terkumpul, penelitian melakukan analisis terhadap karakteristik kejahatan digital
untuk memahami pola, modus operandi, dan tingkat kompleksitasnya. Tahap selanjutnya adalah
evaluasi sistem penegakan hukum untuk mengidentifikasi kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan
teknologi dalam menghadapi kejahatan digital. Tahap terakhir berupa penyusunan rekomendasi
kebijakan yang didasarkan pada temuan kesenjangan antara kompleksitas kejahatan dan kapasitas
hukum. Alur ini memastikan bahwa setiap kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar analisis yang

sistematis dan berurutan.
C. Variabel dan Indikator Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel utama yang dioperasionalkan ke dalam indikator terukur
untuk memudahkan proses analisis. Variabel yang digunakan meliputi kompleksitas kejahatan digital,
kapasitas sistem penegakan hukum, dan tingkat kesenjangan antara keduanya. Kompleksitas kejahatan
digital diukur melalui indikator tingkat penggunaan teknologi, tingkat otomatisasi serangan, dan skala
serangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Kapasitas sistem penegakan hukum diukur melalui
indikator yang mencerminkan kekuatan regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan
infrastruktur teknologi pendukung investigasi digital. Sementara itu, kesenjangan penegakan hukum
dihitung berdasarkan selisih antara tingkat kompleksitas kejahatan dan tingkat kapasitas hukum dalam
meresponsnya. Operasionalisasi variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini disajikan

dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel Indikator Skala Sumber
Kompleksitas kejahatan Teknologi 1-5 Studi kasus
Kompleksitas kejahatan Otomatisasi 1-5 Literatur
Kompleksitas kejahatan Skala serangan 1-5 Data global
Kapasitas hukum Regulasi 0-100 Evaluasi hukum
Kapasitas hukum SDM 0-100 Analisis institusi
Kapasitas hukum Teknologi 0-100 Infrastruktur
Kesenjangan penegakan | Selisih kompleksitas vs kapasitas Rasio Perhitungan

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap variabel penelitian dipecah menjadi indikator-indikator yang dapat
diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator pada variabel kompleksitas kejahatan digunakan
untuk menilai tingkat kecanggihan teknologi dan skala serangan yang digunakan oleh pelaku kejahatan
digital. Indikator pada variabel kapasitas hukum digunakan untuk mengevaluasi kesiapan sistem hukum
dalam merespons kejahatan digital, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur
teknologi. Variabel kesenjangan penegakan hukum dihitung sebagai bentuk comparative ratio antara
kompleksitas kejahatan dan kapasitas hukum. Struktur indikator ini memungkinkan penelitian
melakukan analisis yang lebih sistematis dan terukur terhadap hubungan antara perkembangan teknologi
dan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penggunaan indikator yang jelas juga membantu menjaga

konsistensi dalam proses pengumpulan dan analisis data.
D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi dokumentasi dan studi
literatur terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan dengan topik kejahatan digital dan penegakan
hukum. Sumber data utama meliputi laporan kejahatan siber global yang diterbitkan oleh organisasi
internasional, artikel ilmiah dalam bidang kriminologi digital dan keamanan siber, serta dokumen
kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Data yang
diperoleh dari sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan
informasi yang disajikan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan
mengelompokkan data berdasarkan jenis kejahatan, teknologi yang digunakan, serta bentuk respons
hukum yang tersedia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif
mengenai perkembangan kejahatan digital dari perspektif global dan nasional. Data yang telah
dikumpulkan kemudian dikompilasi dan disusun dalam basis data penelitian untuk memudahkan proses

analisis pada tahap selanjutnya.
E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap temuan
didasarkan pada proses pengolahan data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Tahap pertama analisis difokuskan pada identifikasi tren kejahatan digital, yang mencakup
analisis pertumbuhan jumlah kasus, jenis kejahatan yang dominan, serta perubahan modus operandi
pelaku dari waktu ke waktu. Tahap kedua berfokus pada analisis kapasitas sistem penegakan hukum,

yang melibatkan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku, kesiapan sumber daya manusia, serta
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ketersediaan teknologi dalam mendukung investigasi dan penegakan hukum. Tahap ketiga merupakan
analisis kesenjangan yang dilakukan dengan membandingkan tingkat kompleksitas kejahatan digital
dengan tingkat kesiapan sistem hukum untuk meresponsnya melalui pendekatan gap analysis. Analisis
kesenjangan ini bertujuan untuk mengidentifikasi area di mana terdapat ketidakseimbangan antara
perkembangan teknologi dan kemampuan sistem hukum. Hasil dari analisis tersebut kemudian
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi penegakan hukum yang
lebih adaptif. Pendekatan analisis bertahap ini membantu memastikan bahwa interpretasi data dilakukan

secara logis dan berurutan sesuai dengan tujuan penelitian.
F. Model Analisis

Untuk menggambarkan hubungan antara variabel penelitian secara konseptual dan operasional,
penelitian ini menggunakan model analisis yang terdiri dari komponen input, process, output, dan
outcome. Model ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana data mengenai tren kejahatan digital
diproses melalui tahapan analisis untuk menghasilkan temuan mengenai tingkat kesenjangan penegakan
hukum. Komponen input dalam model ini berupa data empiris mengenai jenis, frekuensi, dan
kompleksitas kejahatan digital yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Komponen process
mencakup analisis terhadap kompleksitas kejahatan dan kapasitas sistem hukum, yang dilakukan
melalui pendekatan empiris dan yuridis normatif secara terpadu. Hasil dari proses tersebut menghasilkan
output berupa tingkat kesenjangan penegakan hukum yang dapat diukur dan dianalisis. Struktur model
analisis yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Model Analisis Penelitian

Komponen Deskripsi
Input Data tren kejahatan digital
Process Analisis kompleksitas kejahatan dan kapasitas hukum
Output Tingkat kesenjangan penegakan hukum
Outcome Rekomendasi kebijakan adaptif

Tabel 2 memperlihatkan bahwa model analisis penelitian mengikuti alur logika yang dimulai dari data
sebagai input, dilanjutkan dengan tahapan process yang mengintegrasikan analisis empiris dan normatif.
Output yang dihasilkan berupa ukuran tingkat kesenjangan penegakan hukum memberikan gambaran
mengenai sejauh mana sistem hukum mampu mengimbangi perkembangan kejahatan digital. OQutcome
dari model ini berupa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan aparat
penegak hukum untuk meningkatkan kesiapan institusional dan regulatif. Penggunaan model analisis
ini membantu peneliti menjaga konsistensi antara tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil
yang diharapkan. Selain itu, model ini juga memudahkan pembaca untuk memahami alur logika

penelitian secara keseluruhan dan hubungan antarvariabel yang dianalisis.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

A. Tren Kejahatan Digital

Perkembangan kejahatan digital dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang
signifikan baik dari sisi jumlah kasus maupun kompleksitas metode yang digunakan. Transformasi
digital yang semakin masif di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi, turut
memperluas permukaan serangan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber. Analisis
longitudinal diperlukan untuk memahami bagaimana pola kejahatan berubah dari waktu ke waktu serta
untuk mengidentifikasi jenis ancaman yang berkembang paling cepat. Penelitian ini mengelompokkan
kejahatan digital ke dalam empat kategori utama, yaitu phishing, ransomware, Al fraud, dan data
breach, karena keempat kategori tersebut paling sering dilaporkan dalam studi keamanan siber global.
Data yang digunakan disusun dalam bentuk indeks kasus untuk memudahkan perbandingan antar tahun
tanpa dipengaruhi oleh perbedaan metode pelaporan. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai
perkembangan tersebut, tren kejahatan digital dari tahun 2019 hingga 2025 disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Tren Kejahatan Digital 2019-2025

Tahun Phishing Ransomware Al Fraud Data Breach
2019 45 30 5 20
2020 52 38 9 27
2021 61 42 14 33
2022 69 50 19 41
2023 76 57 26 47
2024 81 64 34 53
2025 85 70 45 60

Tabel 3 memperlihatkan bahwa seluruh kategori kejahatan digital mengalami tren peningkatan yang
konsisten dari tahun ke tahun tanpa adanya penurunan yang berarti. Phishing tetap menjadi jenis
kejahatan dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang periode pengamatan, yang menunjukkan bahwa
teknik rekayasa sosial masih sangat efektif dalam mengeksploitasi kelemahan pengguna. Peningkatan
pada kategori ransomware menunjukkan bahwa pelaku kejahatan semakin beralih ke metode yang
memberikan keuntungan finansial langsung melalui pemerasan digital. Lonjakan yang paling mencolok
terjadi pada kategori A/ fraud, yang mengalami peningkatan hampir sembilan kali lipat dalam rentang
enam tahun. Sementara itu, data breach menunjukkan tren kenaikan yang stabil, menandakan bahwa
perlindungan terhadap infrastruktur penyimpanan data masih belum optimal. Pola ini mengindikasikan
bahwa kejahatan digital tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mengalami evolusi dari

sisi teknologi dan strategi serangan.

Untuk memperjelas pola pertumbuhan antar kategori kejahatan digital dan memudahkan interpretasi
perubahan tren dari tahun ke tahun, diperlukan visualisasi data dalam bentuk grafik garis. Visualisasi
ini membantu menunjukkan perbandingan kecepatan pertumbuhan masing-masing jenis kejahatan
secara lebih intuitif dibandingkan tabel numerik. Selain itu, grafik juga memudahkan identifikasi titik-

titik perubahan signifikan yang mungkin berkaitan dengan perkembangan teknologi atau kebijakan
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keamanan siber tertentu. Penggunaan grafik garis dalam analisis tren merupakan pendekatan yang
umum dalam penelitian keamanan siber karena mampu menggambarkan dinamika temporal secara jelas.
Dengan melihat visualisasi, pembaca dapat segera memahami perbedaan kemiringan kurva sebagai
indikator laju pertumbuhan ancaman. Oleh karena itu, tren kejahatan digital 2019-2025 divisualisasikan

dalam Gambar 2.
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Gambar 2. Tren Kejahatan Digital 2019-2025
Gambar 2 menunjukkan bahwa kurva phishing dan ransomware mengalami peningkatan yang relatif
linear, sedangkan kurva A/ fraud meningkat secara lebih tajam pada periode setelah tahun 2022. Pola
ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi Al dalam aktivitas kejahatan mulai mengalami
akselerasi dalam beberapa tahun terakhir. Grafik juga memperlihatkan bahwa jarak antara phishing dan
ransomware semakin mengecil, yang menunjukkan meningkatnya popularitas metode serangan berbasis
enkripsi data di kalangan pelaku kejahatan. Selain itu, kurva data breach menunjukkan pola peningkatan
yang stabil namun tidak secepat A/ fraud, yang dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari peningkatan
penyimpanan data digital secara global. Visualisasi ini memperkuat temuan bahwa lanskap ancaman
digital semakin kompleks dan beragam dari waktu ke waktu. Grafik tersebut memberikan dasar empiris
yang kuat untuk menyatakan bahwa peningkatan kejahatan digital merupakan tren yang berkelanjutan,

bukan fenomena sementara.
B. Perbandingan Kejahatan Tahun 2025

Analisis terhadap distribusi kejahatan digital pada tahun terakhir penting untuk memahami struktur
ancaman terkini yang dihadapi masyarakat dan institusi. Tahun 2025 dipilih sebagai titik evaluasi karena
mencerminkan kondisi paling mutakhir dalam dataset penelitian ini dan menunjukkan dampak kumulatif
dari perkembangan teknologi digital selama beberapa tahun sebelumnya. Perbandingan antar kategori
kejahatan pada tahun tersebut membantu mengidentifikasi jenis ancaman yang paling dominan dan
memerlukan prioritas dalam penanganan kebijakan keamanan siber. Selain itu, analisis distribusi

tahunan juga memberikan gambaran mengenai pergeseran fokus pelaku kejahatan dari metode
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konvensional menuju teknik yang lebih kompleks dan berbasis teknologi tinggi. Pemahaman terhadap
komposisi kejahatan digital ini penting bagi penegak hukum untuk menentukan strategi penanganan
yang lebih efektif dan terarah. Untuk memberikan gambaran mengenai distribusi kategori kejahatan

digital pada tahun 2025, perbandingan antar jenis kejahatan disajikan dalam Gambar 3.

Indeks

Phishing Ransomware Al Fraud Data Breach

Gambar 3. Perbandingan Kejahatan Digital 2025

Gambar 3 menunjukkan bahwa phishing masih mendominasi dengan nilai indeks tertinggi dibandingkan
kategori lainnya pada tahun 2025. Dominasi ini menunjukkan bahwa teknik manipulasi psikologis dan
eksploitasi kepercayaan pengguna tetap menjadi strategi yang efektif bagi pelaku kejahatan, meskipun
berbagai kampanye literasi digital telah dilakukan. Ransomware menempati posisi kedua dengan selisih
yang tidak terlalu jauh dari phishing, yang mencerminkan meningkatnya kecenderungan pelaku
kejahatan untuk melakukan pemerasan berbasis enkripsi data. A/ fraud berada pada posisi ketiga, tetapi
menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat cepat dan berpotensi menyalip kategori lain dalam
beberapa tahun ke depan. Data breach berada pada posisi keempat, namun dampaknya terhadap
organisasi dan individu tetap sangat besar karena berkaitan langsung dengan kebocoran informasi
sensitif. Distribusi ini menunjukkan bahwa ancaman kejahatan digital bersifat multidimensi dan tidak
terpusat pada satu jenis serangan saja. Kondisi tersebut menuntut pendekatan keamanan yang

komprehensif dan adaptif terhadap berbagai jenis ancaman.
C. Risiko terhadap Hak Digital

Selain berdampak pada kerugian ekonomi dan gangguan operasional, kejahatan digital juga memiliki
implikasi serius terhadap perlindungan hak digital masyarakat. Hak digital mencakup hak atas privasi,
kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap pengawasan yang berlebihan dalam ruang siber.
Praktik seperti pelacakan aktivitas pengguna, pembuatan profil perilaku, dan pengawasan digital yang
masif dapat mengikis otonomi individu dalam menggunakan teknologi secara bebas. Peningkatan
kemampuan teknologi dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam skala besar memperbesar
potensi penyalahgunaan informasi pribadi oleh pelaku kejahatan maupun pihak yang memiliki akses

terhadap sistem digital. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis jumlah dan jenis
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kejahatan digital, tetapi juga menilai dampaknya terhadap hak digital melalui pendekatan pengukuran
risiko. Untuk menggambarkan tingkat risiko terhadap privasi dan kebebasan digital, dimensi risiko
kejahatan digital disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Risiko Kejahatan Digital terhadap Hak Digital

Jenis Privasi Kebebasan
Tracking 70 60
Profiling 85 80
Surveillance 95 92

Tabel 4 menunjukkan bahwa praktik surveillance memiliki tingkat risiko tertinggi baik terhadap privasi
maupun kebebasan dibandingkan praktik lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat pengawasan yang
bersifat sistematis, berkelanjutan, dan sering kali tidak disadari oleh pengguna. Profiling juga
menunjukkan tingkat risiko yang sangat tinggi karena melibatkan pengumpulan dan analisis data
personal untuk membangun profil perilaku yang dapat digunakan untuk manipulasi atau diskriminasi
digital. Sementara itu, fracking memiliki tingkat risiko yang sedikit lebih rendah, tetapi tetap signifikan
karena dilakukan secara terus-menerus dan dapat menghasilkan data yang sangat rinci mengenai
aktivitas pengguna. Tingginya nilai indeks pada ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa ancaman
terhadap hak digital tidak hanya berasal dari serangan langsung, tetapi juga dari praktik pengumpulan
data yang tidak transparan. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak digital harus
menjadi bagian integral dari kebijakan keamanan siber. Untuk memberikan gambaran komposisi risiko

secara visual, perbandingan dimensi risiko terhadap privasi dan kebebasan disajikan dalam Gambar 4.

Tracking Profiling Surveillance

Gambar 4. Komposisi Risiko Hak Digital

Gambar 4 memperlihatkan bahwa risiko terhadap privasi secara konsisten lebih tinggi dibandingkan
risiko terhadap kebebasan pada setiap kategori ancaman yang dianalisis. Pola ini menunjukkan bahwa
pelanggaran terhadap privasi sering kali menjadi tahap awal yang memungkinkan terjadinya
pelanggaran hak lainnya, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi. Visualisasi juga menunjukkan
bahwa praktik surveillance memiliki kontribusi terbesar terhadap total risiko, yang mencerminkan

sifathya yang invasif dan melibatkan pengumpulan data dalam skala luas. Grafik tersebut
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memperlihatkan bahwa kombinasi antara tracking, profiling, dan surveillance menciptakan ekosistem
digital yang berpotensi mengurangi ruang kebebasan individu. Kondisi ini berimplikasi pada
meningkatnya kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat terkait pengumpulan, penyimpanan, dan
penggunaan data pribadi. Visualisasi ini membantu memperjelas bagaimana berbagai praktik digital

berkontribusi terhadap akumulasi risiko terhadap hak digital masyarakat.
D. Kompleksitas Investigasi

Kejahatan digital tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga menunjukkan peningkatan
kompleksitas yang berdampak langsung pada proses investigasi oleh aparat penegak hukum.
Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh penggunaan teknologi enkripsi, anonimitas jaringan, serta
pemanfaatan Al dalam melakukan dan menyamarkan aktivitas kejahatan. Semakin kompleks suatu
kejahatan digital, semakin banyak pula sumber daya teknis dan waktu yang dibutuhkan untuk
mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan alat bukti yang sah secara hukum. Hal ini menimbulkan
tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana yang pada awalnya dirancang untuk menangani
kejahatan konvensional. Untuk mengukur tingkat kesulitan penanganan kejahatan digital, penelitian ini
menggunakan indikator kompleksitas dan waktu investigasi sebagai variabel analisis. Nilai
kompleksitas dan estimasi waktu investigasi untuk masing-masing jenis kejahatan digital disajikan
dalam Tabel 5.
Tabel 5. Kompleksitas dan Waktu Investigasi Kejahatan Digital

Jenis Kompleksitas Waktu Investigasi (bulan)
Phishing 2 3
Ransomware 3 6
Al Fraud 4 9
Data Breach 3 7

Tabel 5 menunjukkan bahwa A/ fraud memiliki tingkat kompleksitas tertinggi sekaligus membutuhkan
waktu investigasi paling lama dibandingkan jenis kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh
penggunaan teknologi seperti deepfake, identitas sintetis, dan algoritma pembelajaran mesin yang sulit
dilacak menggunakan metode investigasi tradisional. Ransomware dan data breach juga menunjukkan
tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan teknik eksploitasi sistem dan pengelolaan data
dalam skala besar. Sebaliknya, phishing memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rendah karena metode
yang digunakan relatif sederhana dan lebih mudah diidentifikasi. Perbedaan tingkat kompleksitas ini
menunjukkan bahwa tidak semua kejahatan digital dapat ditangani dengan pendekatan investigasi yang
sama. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum agar
mampu menghadapi jenis kejahatan digital yang semakin canggih. Untuk melihat hubungan antara
tingkat kompleksitas dan waktu investigasi secara visual, relasi antar variabel tersebut disajikan dalam

Gambar 5.
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Gambar 5. Relasi Kompleksitas dan Waktu Investigasi
Gambar 5 menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat kompleksitas kejahatan dan lamanya
waktu investigasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus. Titik-titik pada grafik
memperlihatkan bahwa setiap peningkatan tingkat kompleksitas diikuti oleh peningkatan durasi
investigasi yang cukup signifikan. Pola hubungan ini mengindikasikan bahwa kemampuan teknis dan
ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan
hukum terhadap kejahatan digital. Visualisasi juga menunjukkan bahwa kasus A/ fraud berada pada
posisi paling ekstrem dalam grafik, yang mencerminkan tantangan investigatif yang paling besar.
Hubungan linear antara kompleksitas dan waktu investigasi memberikan dasar empiris bagi kebutuhan
penguatan kapasitas institusi penegak hukum. Grafik ini membantu memperjelas bahwa modernisasi
teknologi penegakan hukum merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi transformasi

kejahatan digital.
E. Distribusi Kejahatan Digital

Sebagai pelengkap analisis tren dan kompleksitas, penelitian ini juga meninjau distribusi proporsi
masing-masing jenis kejahatan digital untuk memahami kontribusi relatif setiap kategori terhadap
keseluruhan ancaman siber. Analisis distribusi membantu menggambarkan keseimbangan atau
ketimpangan antara jenis kejahatan yang berbeda dalam suatu periode tertentu. Informasi mengenai
proporsi ini penting bagi pembuat kebijakan untuk menentukan prioritas dalam alokasi sumber daya dan
perumusan strategi pencegahan. Dengan mengetahui kategori mana yang paling dominan, intervensi
kebijakan dapat difokuskan pada area yang memiliki dampak paling besar. Distribusi ini dihitung
berdasarkan nilai indeks pada tahun 2025 yang mencerminkan kondisi terbaru dari lanskap kejahatan
digital. Untuk memvisualisasikan proporsi masing-masing jenis kejahatan secara intuitif, distribusi

tersebut disajikan dalam Gambar 6.
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Gambar 6. Distribusi Kejahatan Digital
Gambar 6 menunjukkan bahwa phishing menempati porsi terbesar dalam distribusi kejahatan digital,
diikuti oleh ransomware, data breach, dan Al fraud. Meskipun Al fraud memiliki proporsi yang lebih
kecil dibandingkan kategori lainnya, tren peningkatannya yang cepat menunjukkan potensi perubahan
distribusi pada masa mendatang. Diagram lingkaran memperlihatkan bahwa tidak ada satu kategori pun
yang mendominasi secara absolut, yang menunjukkan bahwa ancaman digital bersifat beragam dan
saling melengkapi. Distribusi yang relatif seimbang antar kategori menunjukkan bahwa pelaku
kejahatan memanfaatkan berbagai metode secara paralel untuk meningkatkan peluang keberhasilan
serangan. Visualisasi ini memperjelas bahwa pendekatan keamanan siber tidak dapat hanya berfokus
pada satu jenis ancaman, tetapi harus mencakup berbagai bentuk serangan yang berbeda. Analisis
distribusi ini melengkapi pembahasan sebelumnya mengenai tren, risiko, dan kompleksitas kejahatan

digital dalam penelitian ini.
Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kejahatan digital mengalami peningkatan signifikan
baik dari sisi kuantitas maupun kompleksitas, yang secara langsung menjawab tujuan penelitian terkait
analisis pola evolusi kejahatan di era Artificial Intelligence dan big data. Temuan ini mengindikasikan
bahwa kejahatan seperti phishing dan ransomware masih mendominasi, namun terjadi akselerasi tajam
pada A/ fraud yang menunjukkan pergeseran paradigma kejahatan berbasis teknologi canggih. Kondisi
ini memperkuat argumen (Bailo et al., 2026) yang menyatakan bahwa kejahatan telah bergerak menuju
machine-speed crime, di mana otomatisasi meningkatkan efisiensi pelaku. Selain itu, peningkatan
konsisten pada data breach menegaskan bahwa sistem penyimpanan data global masih rentan terhadap
eksploitasi, sebagaimana juga disoroti oleh (Okmi et al., 2023). Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi
tren global, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai dinamika pertumbuhan kejahatan berbasis
teknologi di konteks negara berkembang. Interpretasi ini menunjukkan bahwa kompleksitas kejahatan

tidak lagi bersifat linier, melainkan eksponensial seiring perkembangan teknologi digital.
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Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini cenderung memperkuat sebagian besar
literatur yang menyatakan bahwa ruang siber menciptakan peluang kejahatan yang tidak terbatas secara
geografis (Khan, 2024). Namun demikian, penelitian ini juga menantang asumsi bahwa peningkatan
teknologi selalu diimbangi oleh peningkatan kapasitas penegakan hukum, karena ditemukan adanya
kesenjangan yang semakin melebar antara kompleksitas kejahatan dan kesiapan institusi. Hal ini
berbeda dengan pendekatan konseptual dalam (Rughinis et al., 2024; Saraiva & Teixeira, 2023) yang
belum menyoroti secara mendalam aspek kapasitas operasional penegak hukum. Selain itu, temuan
mengenai meningkatnya kompleksitas investigasi pada 4/ fraud sejalan dengan (Jain et al., 2025) yang
menekankan kesulitan atribusi akibat anonimitas dan penggunaan teknologi enkripsi. Di sisi lain, hasil
ini memperluas studi (Akhtar, 2023) dengan menunjukkan implikasi praktis deepfake dalam
memperpanjang waktu investigasi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan

aspek kriminologi digital dan kapasitas institusional secara simultan.

Beberapa temuan yang muncul juga menunjukkan adanya anomali atau hasil yang tidak sepenuhnya
sejalan dengan ekspektasi awal, khususnya terkait dominasi phishing yang tetap tinggi meskipun literasi
digital meningkat. Hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan perilaku yang dikemukakan oleh
(Martineau et al., 2023), di mana faktor Auman error masih menjadi celah utama dalam keamanan siber.
Selain itu, meskipun A/ fraud memiliki tingkat kompleksitas tertinggi, proporsinya masih lebih rendah
dibandingkan jenis kejahatan lain, yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi oleh pelaku kejahatan
masih dalam tahap berkembang. Fenomena ini menunjukkan adanya /ag effect antara inovasi teknologi
dan adopsinya dalam praktik kejahatan. Di sisi lain, tingginya risiko terhadap hak digital seperti privasi
dan kebebasan memperkuat temuan (Sramel & Michal, 2025) terkait konflik antara keamanan dan hak
asasi manusia di ruang digital. Hasil yang tampak tidak konsisten ini memberikan wawasan bahwa

transformasi kejahatan bersifat bertahap dan multidimensional.

Implikasi dari penelitian ini secara teoritis memperkaya kajian digital criminology dengan menekankan
pentingnya analisis kesenjangan antara teknologi dan kapasitas hukum, sementara secara praktis
memberikan dasar bagi penguatan kebijakan keamanan siber dan peningkatan kapasitas aparat penegak
hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi memadai untuk menangani
kejahatan berbasis A/ dan big data, sehingga diperlukan integrasi teknologi dalam proses investigasi.
Selain itu, diperlukan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga
internasional dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks. Penelitian ini juga
menunjukkan pentingnya pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi yang
berkembang sangat cepat. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada penggunaan data
sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi empiris di lapangan. Selain itu,
pendekatan indeks yang digunakan untuk mengukur kompleksitas dan tren kejahatan memiliki potensi
bias dalam interpretasi kuantitatif. Keterbatasan lainnya terletak pada tidak dilakukannya validasi

empiris melalui wawancara atau observasi langsung terhadap aparat penegak hukum.
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IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kejahatan digital mengalami peningkatan
yang signifikan baik dari sisi jumlah maupun kompleksitas, seiring dengan perkembangan Artificial
Intelligence dan big data. Pola kejahatan yang teridentifikasi masih didominasi oleh phishing,
ransomware, dan data breach, namun terdapat pergeseran menuju kejahatan yang lebih canggih seperti
Al fraud yang memiliki tingkat kompleksitas investigasi yang lebih tinggi. Hasil penelitian juga
mengindikasikan adanya kesenjangan antara percepatan inovasi teknologi dengan kesiapan institusi
penegak hukum dalam merespons dinamika kejahatan digital. Selain itu, faktor kerentanan manusia
(human error) tetap menjadi salah satu penyebab utama keberhasilan kejahatan siber, meskipun literasi
digital mengalami peningkatan. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan multidimensional
dalam memahami kejahatan digital yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga aspek
perilaku dan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas

kajian digital criminology melalui integrasi antara analisis tren kejahatan dan kapasitas institusional.

Saran untuk penelitian masa depan diarahkan pada penguatan pendekatan empiris melalui pengumpulan
data primer, seperti wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum dan praktisi keamanan siber,
guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tantangan operasional di lapangan.
Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan model analisis yang lebih robust dengan
mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara simultan untuk meningkatkan validitas
temuan. Selain itu, eksplorasi terhadap peran teknologi Artificial Intelligence sebagai alat mitigasi
kejahatan digital menjadi area yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Penggunaan dataset yang lebih
luas dan lintas negara juga dapat memberikan gambaran komparatif mengenai pola kejahatan digital
secara global. Kajian mengenai aspek regulasi dan kebijakan publik yang adaptif terhadap
perkembangan teknologi juga perlu diperdalam untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.
Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kriminologi, ilmu komputer, dan kebijakan publik

dapat menjadi arah strategis dalam pengembangan penelitian di masa depan.
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